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WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR Z8 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN TANAH HAK
PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

b.

c.

Mengingat 21.

2.

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap
formula tarif/besaran sewa tanah, bentuk pemanfaatan
dan ketentuan mengenai hak pengelolaan lahan,
bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100

Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak

Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru perlu
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun
2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan
Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam



Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor

5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah

Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28):

4.

5.

6.

7.
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—

Menetapkan

10.

11.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
BarangMilik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547),
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor

3),
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 77 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Berupa
Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 77):
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019

tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 100),

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 100 TAHUN
2019 TENTANG PEMANFATAN TANAH HAK PENGELOLAAN
LAHAN KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 100) diubah

sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1

Dalam PeraturanWalikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Pekanbaru.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Pekanbaru.
Walikota adalahWalikota Pekanbaru.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Walikota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan

pemeliharaan dan penilaian
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik

daerah yang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi barangmilik daerah

dengan tidakmengubah status kepemilikannya.
Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL
adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
Hak guna bangunan yang selanjutnya disingkat
HGB adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu

paling lama 30 tahun.
Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang
memuat data seluruh barangmilik daerah.
Pola Pemanfaatan tanah HPL adalah bentuk atau

pola pemanfatan tanah HPL perdagangan dan jasa
dalam bentuk Sewa dan KSP.

5.

6.

8.
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da at

12.

13.

14,

15.

16.

Sewa adalah pemanfaatan tanah HPL oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima

imbalan uang tunai.

Kerjasama Pemanfaatan yang selanjutnya
disingkat KSP adalah pendayagunaan tanah HPL
oleh pihak lain dalam jangkawaktu tertentu dalam

rangka peningkatan pendapatan daerah atau
sumber pembiayaan lainnya.
Peruntukan tanah HPL adalah tanah HPL

diperuntukan/digunakan sesuai Tata Ruang Kota

sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa.
Penyewa HPL adalah pihak yang menggunakan
tanah HPL Pemerintah Kota Pekanbaru sekaligus
pemegang HGB.

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang
Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam

jangkawaktu tertentu yang telah disepakati, untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta

bangunan danf atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambah1 (satu)

ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

1

(1)

Pasal 6

Jangka waktu sewa dilaksanakan :

a. paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
perjanjian dan dapat diperpanjang, berlaku

pada lokasi HPL dijalan Juanda dan Jalan
Karet.

b. Paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani
perjanjian dan dapat diperpanjang, berlaku
khusus pada lokasi HPL :
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Ay 1

2)

(3)

(4

jalan Jendral Sudirman,

jalan Agus Salim,

jalan HOS Cokroaminoto,

jalan Cengkeh,
jalan Kopi,
jalan Hasyim Hasyari,
jalanWolter Mongonsidi,

jalan Nilam,

jalan Gambir,
10. jalan Imam Bonjol,
11. jalan Ahmad Yani,
12. jalan Teratai: dan
13. jalan Alamudinsyah.

LO
N
D

O
B

D
N

Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun
sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat
diperpanjang kembali.

Jangkawaktu sewa penggunaan HGB berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud

ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota ini.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 10

Pengelola Barang melakukan penelitian
administrasi dan fisik atas kelayakan permohonan
dan dokumen calon penyewa/pengguna HGB
diatas Tanah HPL.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. dokumen pengelolaan Tanah HPL,
b. dokumen penatausahaan tanah HPL:
c. dokumen penggunaan/pemakai HGB diatas

HPL, dan
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

d. kesesuaian bukti permohonan dan dokumen

dengan kondisi lapangan,
berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengelola mengajukan
usulan persetujuan kepadaWalikota.

Walikota dapat memberikan persetujuan atas

usulan sewa tanah HPL dan penggunaan HGB

diatas HPL yang diajukan dengan

mempertimbangkan hasil penelitian dan ketentuan
aturan yang berlaku.

Apabila Walikota mengabulkan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota
menerbitkan persetujuan penyewaan tanah HPL
dan penggunaan/pemakaian HGB diatas HPL yang
sekurang-kurangnyamemuat,
a. data tanah HPL yang akan disewakan,
b. data penyewa dan/atau pengguna HGB, dan
c. data penyewa dan/atau pengguna HGB,
Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf c meliputi tarif pokok sewa dan tarif

penyesuai sewa.
Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf c mengacu pada PeraturanWalikota tentang
Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Berupa
Tanah Dan/Atau Bangunan.
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Walikota menetapkan keputusan
sewa dan/atau pemegang HGB di atas HPL
Pemerintah Kota Pekanbaru.

Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan
sewa, Walikota menerbitkan surat penolakan yang
ditujukan kepada pihak yang mengajukan

c

permohonan sewa dengan disertai alasan.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

4.
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Pasal 11

(1) Permohonan perpanjangan sewa tanah HPL

diajukan oleh pemakai/pengguna paling lambat 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

penggunaan tanah HPL.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampirkan:
a. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2).
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (3).
data dan kondisi objek tanah HPL:

b.

d. sertifikat HGB di atas HPL:
perjanjian sewa pemanfaatan tanah HPL awal,
Surat keputusan penggunaan tanah HPL, dan
bukti pelunasan penyetoran uang wajib
tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

e.

£

5. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(2) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perizinan HGB diatas tanah HPL antara lain:
a.

n
M
9

An

perizinan baru,

perpanjangan atau pembaharuan HGB,
jual beli,
tukarmenukar:
hibah,
pewarisan, dan

b.

hak tanggungan.
(2) Pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f hanya dapat diberikan kepada 1 (satu)
orang ahliwaris.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut:
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(1)

(2)

3)

(9)

5)

Pasal 17

Pengelola Barang melakukan penelitian
administrasi dan fisik atas kelayakan permohonan
dan dokumen Pemegang HGB dan data calon

pembeli/ tukar menukar/ hibah dan pewarisan
HGB.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. dokumen permohonan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2):
b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (3):
c. dokumen pengelolaan Tanah HPL,
d. dokumen penatausahaan Tanah HPL:

dokumen penggunaan/pemakai HGB di atas

HPL: dan
f. kesesuaian bukti permohonan dan dokumen

dengan kondisi lapangan,

berdasarkan hasil penelitian dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola

barang mengajukan usulan persetujuan kepada
Walikota.
Walikota dapat memberikan persetujuan atas jual
beli/ tukar menukar/ hibah dan pewarisanHGB di

atas HPL yang diajukan dengan

mempertimbangkan hasil penelitian dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Apabila Walikota mengabulkan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4, Walikota
menerbitkan persetujuan yang sekurang-
kurangnyamemuat:
a. data Tanah HPL,
b. data HGB:
c. data pihak pemegang HGB dan pihak

pembeli/tukar menukar/hibah dan pewaris
HGB: dan

e.

mxt
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(6)

(7)

(8)

d. data uang pemasukan yaitu, besaran uang
pemasukan jual beli/ tukar menukar/ hibah
dan pewarisan HGB, lokasi dan jangka waktu

penggunaan HGB.
Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Walikota menetapkan keputusan
pemegang baru HGB di atas HPL Pemerintah Kota
Pekanbaru.

Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan

pembeli/ tukar menukar/ hibah dan pewarisan
HGB, Walikotamenerbitkan surat penolakan yang
ditujukan kepada pihak yang mengajukan

permohonan dengan disertai alasan.

Berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), maka dilakukan pejanjian
kembali dan dibebankan uang wajib tahunan dan

uang pemasukan kepada pemegang HGB baru.

Ketentuan Bagian Ketiga Bab IV diubah, sehingga7.

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanfaatan Tanah HPL

Dalam Bentuk KSP dan BGS

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut :

8.

(1)

Pasal 20
KSP barang milik daerah dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna

barang milik daerah:
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah:

dan/atau
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c. pemeliharaan dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap tanah HPL yang
dikerjasamakan.

2) BGS barangmilik daerah dilaksanakan dengan

pertimbangan:
a. Penguna Barang memerlukan bangunan dan

fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk kepentingan pelayanan umum

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi, dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk penyedian bangunan dan
fasilitas tersebut.

9. Ketentuan ParagrafKedua Bagian Ketiga Bab IV diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua

JangkaWaktu KSP dan BGS

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh)
tahun dan dalam hal KSP atas tanah HPL
dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka
waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat
diperpanjang, dengan pertimbangan ketentuan

sebagai berikut:
a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan

tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah: dan

b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP
mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.
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11.

12.

(2) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP

dilarangmenjaminkan atau menggadaikan barang
milik daerah yangmenjadi objek KSP.

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1 Jangka waktu BGS paling lama 30 (tiga puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan hanya
berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak

dapat dilakukan perpanjangan.

(2) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra BGS

dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang
milik daerah yangmenjadi objek BGS.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan Mitra
KSP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap

setiap tahun selama jangka waktu

pengoperasian yang telah ditetapkan dan

menyetor pembagian keuntungan hasil KSP ke

rekening Kas Umum Daerah.
b. perhitungan besaran kontribusi dan

pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada huruf a merupakan bagian
pemerintah daerah, harus memperhatikan
perbandingan nilai tanah yang dijadikan objek
KSP dan manfaat lain yang diterima

pemerintah daerah dengan nilai investasimitra
dalam KSP.
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13.

14,

(2)

dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat
melakukan perubahan dan/atau penambahan
hasil KSP dengan cara addendum perjanjian.

. addendum perjanjian KSP sebagaimanad.

dimaksud pada huruf c ditujukan untuk

menghitung kembali besaran kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan.
besaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan ditetapkan oleh Tim yang
ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil

perhitungan.
perubahan dan/atau penambahan hasil KSP
dilakukan setelah memperoleh persetujuan
Walikota.

e.

£

Perhitungan dan pembayaran kontribusi tahunan
dan hasil BGS yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. besaran kontribusi tahunan merupakan hasil

perkalian dari besaran persentase kontribusi
tahunan dengan nilai wajar barang milik
daerah yang akan dilakukan BGS.

. nilai wajar barang milik daerah sebagaimanab.

dimaksud pada huruf a, ditentukan
berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai
Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan
olehWalikota.

Ketentuan Paragraf Keempat Kedua Bagian Ketiga Bab
IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
Perjanjian KSP dan BGS

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:
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15.

(1)

(2)

Pasal 23
Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian
KSP dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan BGS dituangkan dalam perjanjian
BGS dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (a) diubah, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

(1)

2)

(3)

9

Pasal 30
Besaran uang wajib tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a,

merupakan hasil perkalian dari:

a. indeks sewa tanah, sebesar 3,5Y9:
b. luas tanah yang dihitung dalam meter persegi:

dan
c. nilai wajar tanah.

Perhitungan kontribusi tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b

merupakan hasil perkalian dari:
a. besaran persentase kontribusi tetap: dan
b. nilai wajar atas tanah HPL yangmenjadi objek

KSP.
Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana
ditentukan dari hasil perhitungan Tim
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil

penilaian.
Nilai wajar tanah HPL dalam rangka KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

berdasarkan:
a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau

Penilai Publik yang ditetapkan untuk barang
milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan,
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ak

5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan dapat
melibatkan Penilai.

Apabila terdapat nilai yang berbeda dengan nilai
wajar hasil penilaian, dalam rangka pemanfaatan
tanah HPL digunakan nilai wajar hasil penilaian.
Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan
KSP meningkat setiap tahun, yang dihitung
berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama
dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap
ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP
dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. nilai investasi Pemerintah Daerah:
b. nilai investasi mitra KSP: dan
C. risiko yang ditanggungmitra KSP.
Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c
ditentukan dari hasil perhitungan Tim
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil
penilaian.
Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah

yangmenjadi objek KSP.
Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf b didasarkan pada
estimasi investasi dalam proposal KSP.
Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau
kembali dalam hal realisasi investasi yang
dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari
estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam

perjanjian.
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(13) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (12), didasarkan dari hasil audit yang
dilakukan oleh auditor independen.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal Il Appit 2072

WALIKOTA PEKANBARU,

KAta
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal II APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MMAD J IL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR NOMOR 36
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2012
TANGGAL : | App 2011

SURAT PERJANJIAN
Nomor:

TENTANG
SEWA PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN (HPL) PEMERINTAH

KOTA PEKANBARU

Pada hari ini, tanggal dua puluh satu Bulan Tahun

Il.

(// ) yang bertanda tangan dibawah ini :

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU, yang didirikan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, selaku pengelola tanah Hak
Pengelolaan (HPL) yang berkedudukan di Pekanbaru jalan Jendral
Sudirman Nomor 464 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh :

L

Selaku Walikota Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan
Walikota Pekanbaru Provinsi Riau, yang bertindak untuk dan atas nama

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

Kartu Penduduk bertempat tinggal di

Kelurahan Kecamatan , pekerjaan
selaku pengguna tanah Hak Pengelolaan (HPL) selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak dengan inimenyatakan bersama-sama telah sepakat
dan setuju untukmengadakan suatu Perjanjian tentang Penyerahan dan
Penggunaan bagian tanah diatas Tanah Hak Pengelolaan (HPL)
Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana diuraikan dibawah ini :
Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai:



(1).

(2)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang PerubahanAtas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
BarangMilik Negara / Daerah :

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun
dan Pendaftaran Tanah :

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata
Cata Pengelolaan BarangMilik Daerah,

5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 150 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun
2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Pekanbaru :

Pasal 1

PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN TANAH

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) bagian Tanah Hak
Pengelolaan yang terletak di Jalan Kelurahan

Kecamatan Kota Pekanbaru dalam bentuk Sewa
Pemanfaatan Sebagaian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah
Kota Pekanbaru, dengan luas M2 ( ).
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Gambar Penetapan
Lokasi/Surat Ukur Nomor /

Kepada PIHAK KEDUA dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan
Sebelah Selatan dengan -

Sebelah Barat dengan
Sebelah Timur dengan

Bagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan Kantor Pertokoan
(KANTO) / Perdagangan dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan
lain.



(1)

2)

(3)

(1).

Pasal 2

JANGKAWAKTU SEWA

Perjanjian sewa menyewa ini untuk jangkawaktu .... ( ) tahun sejak
tanggal (--Au) dan berakhir pada

(-.-/-0 )

Permohonan perpanjangan sewa tanah HPL diajukan oleh PIHAK
KEDUA paling lambat (en. Jamnas)
sebelum berakhirnya jangkawaktu sewa.

PIHAK KEDUA berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka
waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara

tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya .... ( )

hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh
PIHAK KEDUA.

Pasal 3
UANG PEMASUKAN

PIHAK KEDUA Wajib membayar uang pemasukan atas penerimaan
bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar
hasil perkalian luas tanah dengan besarnya uang pemasukan permeter
persegi setiap tahun sesuai dengan tarif yang yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Pekanbaru.
Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan harga sewa
sebesar Rp. 0 )

per tahun. dengan luas penggunaan saat itu dan sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terkait ketentuan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan

Pajak Penghasilan (PPh) yang harus ditanggung masing-masing pihak.
Adapun rincian perhitungan sewa yang harus dibayarkan berdasarkan
PeraturanWalikota Pekanbaru nomor : 77 tahun 2018 tentang Tata Cara
Sewa Barang Milik Daerah Berupa tanah dan atau bangunan, adalah
sebagai berikut :

Pemanfaatan tanah HPL :

“ Nilai harga pasar tanah Rp.
Luas tanah - m?

Peruntukan - Kantor/Perdagangan

2, “

1

$, “



(2).

(3).

(4.

5).

(1).

(2.

» - Masa perjanjian sewa 2 tahun
& Indeks Sewa - 0.035
& Pembayaran sewa pertahun -0.035x mx Rp

- Rp
& Pembayaran sewa dua tahun -..... tahun x Rp

- Rp
Besarnya uang pemasukan atas penerimaan bagian tanah Hak

Pengelolaan sewaktu-waktu dapat berubah oleh PIHAK PERTAMA
menurut keadaan saat itu.

Harga sewa tersebut pada ayat 1 Perjanjian ini akan dibayarkan selama

per (satu) tahun sebesar Rp - ( )

diterima bersih kepada PIHAK PERTAMA.
Jumlah uang pemasukan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru, terhitung
sejak tanggal surat perjanjian ini.

Penyetoran untuk tahun—tahun berikutnya dilakukan pada tanggal dan
bulan yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, sampai
berakhir perjanjian.
Setiap keterlambatan dikenakan denda sebesar 34 (tiga persen)
perbulan dari besarnya uang pemasukan yang ditentukan, bila dalam
waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak dari tempo tersebut atau jatuh
tempo pembayaran berikutnya masih belum juga dilunasi oleh PIHAK
KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat mencabut kembali penyerahan
hak atas tanah dalam surat perjanjian ini.

Pasal 4
BAK DAN KEWAJIBAN

Terhadap PIHAK KEDUA yang ditunjuk berdasarkan Keputusan
Walikota Pekanbaru Nomor .... tanggal ... Februari tahun .... kepada
PIHAK KEDUA diberikan Hak Guna Bangunan selama .... (...) tahun

sejak ditandatanganinya perjanjian dan ketentuan yang berlaku dengan
catatan apabila sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA menghendaki tanah
tersebut dan menyerahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA.
Hak sebagimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tunduk kepada
ketentuan yang diatur undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan

Pelaksanaannya yang mengenai hak tersebut serta syarat-syarat dalam
perjanjian ini.



(3)

(1).

(1).

@).

Terhadap Pihak Ketiga yang menggunakan Hak Guna Bangunan (HGB)
diatas Tanah Pengelolaan Lahan (HPL)milik Pemerintah Kota Pekanbaru

yang sudah habis masa berlakunya, maka wajib melunasi /membayar

Uang Pemasukan yang timbul akibat perjanjian sebelumnya dan jeda
waktu pemakaian tanah tanpa ada perikatan, dengan terlebih dahulu

melakukan kesepakatan serta menandatangani Berita Acara dan Surat

pernyataan kesanggupan membayar. Pelunasan tunggakan kewajiban

sebagaimana maksud diatas, diselesaikan sebelum penandatanganan

perjanjian sewa menyewa tanah HPL.

Pasal 5
PENYELESAIAN SERTIFIKAT

PIHAK KEDUA diperkenankan memperoleh status Hak Atas Tanah

berupa sertifikat untuk bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 perjanjian ini, melalui PIHAK PERTAMA dengan syarat-
syarat/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Telah membayar uang pemasukan.

b. PIHAK KEDUA iclah menerima Surat Keputusan Penunjukan
bagian tanah diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota
Pekanbaru.

Cc. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan rekomendasi kepada
PIHAK PERTAMA dan Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

d. segala akibat, untung rugi serta pajak dan lain-lain sebagainya
yang timbul atas pemberian hak ini adalah tanggung jawab
sepenuhnya dari pemohon.

Pasal 6
BERAKHIRNYA HAK ATAS TANAH YANG DIBERIKAN

terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 perjanjian ini termasuk jangka waktu

perpanjangan, maka hak terhadap tanah tersebut dalam Pasal 1

perjanjian ini, kembali sepenuhnya menjadi HAK PERTAMA selaku

pemegang Hak Pengelolaan atas tanah tersebut.
PIHAK KEDUA menjamin bahwa pada saat pengembalian hak atas
tanah seperti dimaksud pada ayat (1), berada dalam keadaan bebas dari



LiSya

(1).

2).

segala macam bentuk ikatan hak tanggung/jaminan dari kredit atau

segala macam bentuk sitaan dan tuntutan hukum atas dasar apapun.

Pasal 7
CIDERA JANJI

Dalam hal PIHAK KEDUA telahmenyatakan dirinya tidakmampu atau

lalai memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan surat perjanjian
ini,maka PIHAK PERTAMA dengan sendirinya tidak lagi terikat pada
PIHAK KEDUA, yang berarti kesempatanmenggunakan tanah tersebut

menjadi gugur sehingga PIHAK PERTAMA berhak penuh mengadakan
ketentuan dan/atau syarat yang baru mengenai tanah dimaksud.

Kelalaian PIHAK KEDUA telah terbukti dengan lewatnya waktu

sehingga tidak diperlukan surat peringatan (somatie) atau surat lainnya
dari PIHAK PERTAMA, hal mana dapat berakibat dicabutnya surat

penetapan dan penyerahan hak atas tanah.

Pasal 8
PEMBATALAN

dalam hal terjadinya pembatalan sebagaimana Pasal 6 atau PIHAK KEDUA
mengundurkan diri, maka :

(1)

(2)

Pembatalan surat perjanjian ini terjadi dengan sendirinya dan seketika

tanpa diperlukan lagi surat pembatalan dari Hakim (Eksekusi).
Akibat dari pembatalan
a. Dicabut surat keputusan penunjukan bagian tanah oleh PIHAK

PERTAMA.
b. PIHAK PERTAMA denganmemperhatikan kondisi lapangan berhak

menangguhkan pembangunan usaha Perdagangan/Pertokoan dan
semua kerugian yang mungkin timbul kerenanya menjadi beban
PIHAK KEDUA.

c. Segala kewajiban pembayaran yang seharusnya menjadi
tanggungan PIHAK KEDUA wajib dibayarkan kepada PIHAK
PERTAMA.

d. Bila pembayaran telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk jangka
waktu anggsuran atau lunas sedang pembatalan dilakukan sebelum



jangka waktu berakhirnya, maka kelebihan pembayaran dihitung
sejak tanggal pembatalan dan akan dikembalikan pada PIHAK
KEDUA berdasarkan jumlah uang yang telah dibayar sesuai dengan
pasal 2 perjanjian ini.

. PIHAK KEDUA setuju bahwa pengembalian tersebut pada sub.e.

Diatas dikurangi dengan penggantian biaya pembatalan /
pengunduran diri sebesar 1046 (sepuluh perseratus) dihitung dari

jumlah pembayaran.
. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan tanah sebagaimana tersebut£

dalam pasal 1 perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA dalam
keadaan semula sebelum terjadinya perikatan, selambat-lambatnya
2 (dua) bulan sejak pengunduran/pembatalan, dengan catatan
bahwa segala biaya yang timbul karena pengembalian tanah
tersebutmenjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PERALIHAN, PERPANJANGAN, WARIS PENGGUNAAN TANAH HPL
BAGIAN TANAH

Hal-hal yang terkait tentang peralihan, perpanjangan, waris penggunaan
tanah HPL bagian tanah dapat dilakukan/dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,
wajib mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu, dengan
cara :
Untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka :

(1)

(2)

(3)

(4)

PIHAK KEDUA harus memberikan pernyataan tertulis alasan ataupun
sebab-sebab peralihan tersebut.
PIHAK PERTAMA berhak menolak pemberian persetujuan, dan atas
keputusan penolakan tersebut PIHAK KEDUA tidak mempunyai Hak
Banding.
PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang ditunjuk olehnyamengambil
alih tanah dimaksud menyanggupi untuk membayar biaya peralihan
sebesar 54 (lima perseratus) dari jumlah uang pemasukan pada saat
itu, dan taksiran nilai segala bangunan yang ada diatasnya.
Dalam hal PIHAK KEDUA akanmelaksanakan waris, pewarisan hanya
dapat diberikan kepada1 (satu) orang.1



(5)

(1)

(2)

Segala biaya yang timbul dari dan dikarenakan oleh adanya peralihan
tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA

sepenuhnya.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditetapkan
kemudian hari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

surat perjanjian ini, dan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan akan diadakan addendum (perubahan) / penyempurnaan
sebagaimana mestinya.
Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat antara
kedua belah pihak yang timbul dan atau ada hubungannya dengan
surat perjanjian ini yang belum diatur didalamnya akan diusahakan

penyelesaian secara musyawarah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan3

kedua bermaterai yang secukupnya, dan sebelum ditanda tangani kedua
belah pihak telah membaca dan mengetahui akan isi surat ini sepenuhnya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

Ulum
IRDAUS


